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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan 
penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pengaturan terhadap keberadaan bangunan gedung semi permanen 
yang rawan terkena abrasi di kawasan sempadan pantai Tanjung 
Belandang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 
2015 – 2035. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai 
pengaturan zonasi yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035 mengenai peraturan zonasi 
sempadan pantai yang salah satunya berkaitan dengan pendirian 
bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi 
pantai dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan 
bangunan permanen. Diketahui bangunan yang berada di sempadan 
pantai Tanjung Belandang tidak hanya berupa bangunan yang 
menunjang kegiatan rekreasi pantai, namun juga bangunan gedung 
semi permanen yang berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Ketapang Tahun 2015 - 2035 sebenarnya tidak 
diperbolehkan untuk dibangun di sempadan pantai, tetapi pada 
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kenyataannya bangunan gedung semi permanen didirikan di sempadan 
Pantai Tanjung Belandang. Selain itu juga, keberadaan bangunan 
gedung semi permanen yang rawan terkena abrasi juga sudah terkesan 
tidak diurus, hal tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya abrasi 
sempadan pantai Tanjung Belandang, sehingga  keberadaan bangunan 
gedung semi permanen yang berada di sempadan pantai Tanjung 
Belandang Kabupaten Ketapang sudah melanggar peraturan zonasi 
seperti yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035. 
2. Tindakan yang belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Ketapang terhadap keberadaan bangunan gedung semi permanen di 
sempadan pantai Tanjung Belandang yang terkena abrasi yaitu : 
a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki 
bangunan gedung semi permanen di sempadan pantai Tanjung 
Belandang yang rawan terkena abrasi; 
b. Melakukan pembongkaran bangunan gedung semi permanen; 
c. Melakukan penataan bangunan yang baik. 
Tindakan terhadap pengatasan abrasi pantai Tanjung Belandang yaitu : 
a. Melakukan penanaman tanaman mangrove; 
b. Dibangunnya bangunan pemecah gelombang. 
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B. Saran 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang disarankan untuk segera 
melakukan tindakan nyata yang bukan hanya sekedar rencana terhadap 
keberadaan bangunan gedung semi permanen yang rawan terkena 
abrasi sempadan pantai Tanjung Belandang karena selain sudah 
melanggar peraturan zonasi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang 
Tahun 2015 – 2035, abrasi yang semakin mengarah ke daratan juga 
mengakibatkan jarak sempadan pantai menjadi kurang dari 100 meter 
sehingga hal tersebut juga menjadi bertentangan dengan Pasal 29 ayat 
(2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang disarankan untuk segera 
merampungkan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Ketapang serta 
memasukkan pengaturan jarak sempadan pantai Tanjung Belandang 
yang sudah kurang dari 100 meter agar menjadi tidak bertentangan 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035. 
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Sumber : Penulis, 2018. 
Gambar 3 : Foto Pondok Sederhana yang Menjorok ke Laut  
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Sumber : Penulis, 2018. 
Gambar 4 : Bangunan Gedung Semi Permanen yang Berada di Sempadan 
Pantai Tanjung Belandang Beserta Fasilitas Pantai yang Rawan Terkena 
Abrasi. 
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Sumber : Penulis, 2018. 
Gambar 5 : Bangunan Sementara yang Berada di Sempadan Pantai yang 
Rawan Terkena Abrasi dan Terkesan Tidak Lagi Diurus. 
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Sumber : Penulis, 2018. 
Gambar 6 : Fasilitas Pantai Tanjung Belandang yang Rusak Terkena Abrasi 
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Sumber : Penulis, 2018. 
Gambar 7 : Jarak Sempadan Pantai Tanjung Belandang yang Sekarang 
Sudah Kurang dari 100 Meter dikarenakan Abrasi 
 
 
 
